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BUPATI MUSI RAWAS 
PERATURAN BUPATI  MUSI RAWAS 

NOMOR 98 TAHUN  2019 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  6 Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 

2020. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang   Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional    (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

198); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004   tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 24   

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4540); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

  13. Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  14. Peraturan  Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005   tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010  Nomor  110, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5155); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang   

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kelima 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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  24.  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2019 Nomor 10); 

  25.  Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Standar 

Biaya Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2018 Nomor 96). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI 

RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 terdiri atas: 

1.   Pendapatan Daerah : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 154.244.636.036,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.224.617.039.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan  

yang Sah 

 

Rp. 

 

299.974.719.326,07 

 Jumlah Pendapatan              Rp.   1.678.836.394.362,07 

 

2.  Belanja Daerah: 

a. Belanja Tidak Langsung 

 

1) Belanja Pegawai Rp. 570.684.476.509,07 

2) Belanja Hibah Rp. 74.943.000.000,00 

3) Belanja Bantuan Keu. 

kepada Prov./Kabupaten 

/Kota dan Pem. Desa 

sejumlah 

 

 

 

Rp. 

 

 

 

253.362.779.450,00 

4) Belanja bagi hasil 

kepada Prov/kabupaten 

/kota dan Pemerintah 

desa sejumlah 

 

 

Rp. 

 

 

0,00 
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5) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00 

 Jumlah Belanja  

Tidak Langsung                 Rp.   899.990.255.959,07 
 

 

 

b. Belanja Langsung 
 

1) Belanja Pegawai Rp. 53.497.654.200,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 502.587.045.351,68 

3) Belanja Modal Rp. 259.059.528.411,32 

 Jumlah Belanja Langsung     Rp.  815.144.227.963,00 

 Jumlah Belanja                      Rp.1.715.134.483.922,07 

 Surplus/(Defisit)                    Rp.  (36.298.089.560,00) 

 

3.  Pembiayaan: 

a. Penerimaan Rp. 36.298.089.560,00 

b. Pengeluaran Rp. 0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto    Rp.    36.298.089.560,00 

Sisa lebih pembiayaan  

anggaran tahun berkenaan       Rp.             0,00 

 

Pasal 2 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 3 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

 

Lampiran Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana 

kententuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. 

 
 

Ditetapkan di  Muara Beliti  

pada tanggal 18 Nopember 2019 

  

BUPATI MUSI RAWAS, 

 

 

 

HENDRA GUNAWAN 

 

Diundangkan di Muara Beliti  

pada tanggal 18 Nopember 2019  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS  

  

 

 

PRISKODESI  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR  98 
 


